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| KOTA CUEGON

TAHUN: 2017 NOMOR: 36

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

: a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka perlu adanya pedoman dalam pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota
Cilegon;

. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon;

. bahwa sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam

Peraturan Menterni Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta perubahan Perangkat Daerah Kota Cilegon,
maka perlu untuk meninjau kembali ketentuan dalam

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. bahwa ...



Mengingat

. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, hwuf b dan hwuf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Wali Koia tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belan ja Daerah Kota Cilegon.

. Uncdlang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Depok dan

| Kotamadya Daerah Tingkat I Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828},

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 ‘Tabun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentzwng

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoncsia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Teunbahan Lembarein
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Unclang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Beneana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 606, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejoihteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang..



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10,

11.

13.

14.

15.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taluiin 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Republik Inclonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaaa Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peratiran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

16. Peraturan ...



Menetapkan

16,

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentewmg
Perangkat Daecrab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan ILembarom Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan  Presiclen Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengaclaan Barang/Jasa Pemeri ntaly

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman = Pengelolaan  Keunangan  Daeral,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahian Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

indonesia Tahvn 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanig Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali dinbah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Talnm 2016 Nomor 541) ;

Peraturan Daerah Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Dengelolaan Keuwangan Dacrab (Lembaran

Daerah Tahun 2010 Nomor 5};

. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSIAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CILEGON.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Cilegon ini, yang dimaksud

dengan:

1.

2.

W

Daerah adalah Kota Cilegomn.

Pemerintah  Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintaban  yang < menjadi

kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Cilegon.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
pacla Pemerintah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran/

Barang.

Keunangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daecrah yang dapat dinilai dengan wuwang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewaijiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer«th yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan dacrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daecrah yang selanjuinya
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah pengelola
kcuangan dacrah yang monp unyail tugas m daksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

10. Tim...



10.

11.

12.

14

15.

16G.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah vyang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota dan dipimpin oleir Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijpkan kepala daecrah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daeral, .
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhen.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD vang selewjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan
daerah selnku Bendahara Umum Daeral.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
Dokuumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dolsumen pelaksanaan
anggaran Perewngkat Daerah yang membidangi pengelolaan
keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yeong
selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan
dokumen yang memuat penclapatan dan belanja setiap
Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelé‘mma n oleh pengguna anggaran.

Hibalh adalah pemberian uang/barang atan jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerab, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntuikannya, bersifat tidak wajb dan
tidalk mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujiem  untuk menuniang penyelenggaraan wusan
pemerintah daerah,

Bantuan sosial adalal pemberian bantuewm berupa uomng/
barang dari pemerintalh daerah kepacla individu, keluarga,
kelompok danfatan masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan  selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjdinya resiko sosial

17. Resiko...



17.

18,

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, keiompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, kyisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cilegon antara Pemerintah Daerah dengan penerima
hibah.

BAB 11
RUANG LINGEKUP
Pasal?2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan. dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersuumber dari APBD Kota

Cile gon.

(1)

BAB 01
HIBAH
Bagian Kesatu
Pemberian Hibah
Pasal3
Pemberian. hibah yang bersumber dari APBD Kota

Cilegon dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Barang scbagaimswma dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk tanah, bangunan dan atau selain tanah dan
bangunan.

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

beibentritk  bantuan  tekiais, pendidikan, pelatibhan,
penelitian dan jasa iainnya.

(4) Pengadan ...



(4) Pengaclaan barang dan jasa dalam rangka hibah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-tinclangan.

Pasal4

(1) Pemerintah Kota Cilegon dakhm memberikan hibah

disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan belanja wrusan pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam menciukung
terselenggaranya fuingsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat.

4} Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mementthi kriteria :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidnk secara
terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan

Iin oleh peraturan perundcmng-undangan;

c¢. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daecrah
dalam. mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakaten
dan
d. memenuihi persyaratan penerima hibah.
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintaly Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan ...



Badan Usaha Milik Negara atau Badeam Usaha Milik
Daerah; danfatau .
Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah mnon kementerian
yvang wilayah kerjanya berada dalam daeralh yang
bersangkutan.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada
dacrah otonom  baru  hasil pemekaran daerah
sehagaimana  diamanatkan  peraturan  perundang-

undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalaun Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundeng-

undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka
untuk menelﬁskan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan peiundang-unclangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada

Badan dan Lembagea:

a. yang Dbersifat mnirlaba, sukarela dan sosiad yang
dibentuk  berdasaritan peraiuran perundang-
umdangan,

b. vang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam  Negeri, Gubernur atau
Bupatif Walikota; atau

c. yang ...



(©)

(2)

-10-

c. yang Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masynrakat/
kesatuan-kesaiuan masyarakal hukum acial
sepanjang masih  hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat danfatau pemerintah
daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instensi vertikal atau Kepala Perangkat
Dacralh terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal S

- huruf d, diberikan kepada orgamisasi kemasyarakatan

vang berbacdlan hukum yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkvmmpulan
yvang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi tuusan hukum dan hak

asasi manusia sesuai peraturan perundang-uindangan.
Pasal 7
Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah vyang
bersangkutan; "

b. memiliki surat  keterangan domisili dari  Kepala
Kelurahan setempat; dan

c. berkedudiikan dalam wilayah administrasi Kota
Cilegon yang bersangkutan.

Orgamnisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusicy  paling
singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh
perattiran perundang-undangan;

b. berkedudulan dalam wilayah administrasi pemerintah

daeral yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang
bersangkutan.

Bagian ...



(2)

)

-11-

Bagian Kedua
Penganggaran
Paragraf 1
Permohonan Hibah
Pasal8

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dapat menyampaikan usulan
hibah. secara tertulis kepada Walikota.

Permohonan hibal sebagaimana dimaksud pacla ayat (1)
dilampiri proposal yang .pa]jng sedikit memuat:

a. Pendahuluan;

b. Rencana penggunaan,

c. Waktu dan lokasi;

d. Jenis hibah yang diusulkan;

e. nilai usulan hibah.

Format surat permohonan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan

Walikota ini.

Paragraf 2

Evaluasi
Pasal 9

Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk
melakukan evaluasi terbadap permohonan hibah dan

dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

Evaluasi sebagaimana dimaksud paca ayat (1) dilakukan
melalui verifikasi administrasi dan swmvey lapangan yang
dituangkan dalam Berita Acara.

Evaluasi permohonan hibah dalam rangka memeriksa:

a keterkaitan usulan kegiatan dengan program kegiatan
Pemerintah Kota Cilegon;

b. kelengkapan ...



)

(1)

(1)

(2)

b. kelengkapan persyaratan administrasi;
¢. kewajaran nilai hibah yang diusulkan;

d. keberadaan lokasi badan, lembaga atau orgamisasi

kemasyarakatan.

Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil
evaluasi permohonan hibah berupa rekomendasi kepada
Walikota melalui TAPD.

Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Paragraf 3
Pertimbangan TAPD
Pasal 10

TAPD memberikan pertimbangan atas 1ekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota

ini,

Paragraf 4
Penganggaran Hibah Dalam APBD
Pasal 11

Hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan
pertimbangan TAPD menjadi dasar persefiijuan Walikota.

Persetujuan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} menjadi dasar peneantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman. alokasi anggaran scbagatmana dimetksud
pada ayat (2) meliputi anggaran hibah berupa uang,

barang dan/ atau jasa.

Pasal ...
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Pasal 12

Alokasi anggewan hibah dicantumkan dalam Surat
Edaran Walikota dalam penyusunan RKA.

Hibah berupa nang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-

Perangkat Daerah.

RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2) dan ayat (3) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Hibah berupa uang dianggarkan dalaan kelompok belanja
tidak langsving, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan pacla PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkemnn danlam
kelo mpok belanta  langsung yang dizormmlaskan ke
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis  belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah
barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/
masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang
atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan
pada Perangkat Daerah.

Rincian obyek belanja scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) mencantumkan nama penecrima dan
besaran hibah.

Pasal 14

Walikota Cilegon mencantumkan daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran hibah dalam Penjabaran APBD.

(2)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 15

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD.

Pelaksanaz n anggaran hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Pasal ...



(1)

(3)

(1)

)
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Pasal 16

Setiap pemberizin hibah ditunangkam dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima
hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
me muat kK clenfua 1 me ngenad ¢
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian | penggunaan hibah yang «akan

diterima;
d. bak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
{. tata cara pelaporan hibah.
Wealikota menunjuk pejabat yang diberi wewencmg untuk
menandatangani NPHD hibnh berupa uang, barang dan
jasa vaitu Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasgal 17

Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang alan
dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD.
Daftar penerima hibah sebagaimana dimoksud pada
ayat (1), menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibala.
Penyaluran/ penyerahan hibah dari Pemerintah Kota
CilegonfWalikota Cilegon kepada penerima thibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan secara
bert.ahap atau sckaligus dengan mekandsine pembayeswan
langsung (LS) sesuai dengan kefentuan peraturan

perundang-undangan,

Pencairan hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), untuk pencairan tahap kedua dan
gseterusnya dilakukan setelah adanya rekomendasi dari

Perangkat Daerah terkait.

(6) Kepala ...
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Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan

keunangan daerah selakna PPKD mempunyad tugas

memproses permintaan pembayaran dan  pencairan

hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undesngan.
Pasal 18

Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3), dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat

Daerah terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan

penerbite m SPP dan SPM,

Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamypiri:

a nomor rekening bank penerima hibah;

b. pakta Integritas dari peneriman hibah vang
dinyatakan bahwa hibalh vyang diterima alkan
digunnkan sesuai dengan NPHD;

c. NPWP penerima hibah;

d. kuitansi tanda terima bermaterai cukup;

e. salinan NPHD.

Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM

schagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

* Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19
Penerima hibah berupa uang menyampaikan Ilaporem
penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala

Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada
PPKD.

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan

laporan penggunaan hibalh kepada Walikota melalui
Kepala Perangkat Dacrah terkait.
Format laporan  penggunaan  hibah  sebagaim-na
dimaksud paca ayat (1) dan ayat (2) tercantum paca
Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal ...
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Pasal 20
Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja

hibah paca PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi

obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa

dalnim program dan kegiatan pada Perangkat Daerah
terkait.
Pasal 21

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian

hibab meliput'x

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar
penerima hibah uang;

c. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima  hibah yang
menyatakan bahwa hibah vang diterima akan
digunnikan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer vang atau bukti serah terima barang/
jasa atas pemberian hibah,

Format Bukti Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum pada

Lampiran Peraturan Walikota inl

Pasal 22

Penerima hibah bertanggungjawab secara formnl dan

material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat perniyataan tanggung @ivab penggunaci hibah
yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunalcan sesuai NPHD;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-uindangan bagi penerima hibah
berupa wuang atau salinan bukti serah terima
barang/fjasa bagi penerima lnbah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huraf b, disampaikan kepada Walikota

paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturen
perundang-tmdangan.

(4y Pertanggungjawaban ...
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) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah
seiaku obyek pemeriksaan.

(®) Format Pernyataan  Tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada
Lampiran Peraturan Welikota ini.

Pasal 23

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Kota Cilegon dalam tahun anggaran
berkenaan.

(?) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalaum neraca.

Pasal 24

Realisasi hibah berupa barang danfatau jasa dikonversikan
sesuai standar aluntansi pemerintahan  pada  laporsn
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan kenangan dalam penyusunan laporan keuangsmn
Pemerintah Kota Cilegon.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan Sosial
Pasal 25

(1) Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Cilegon
dapat berupa uang atau barang yang diterima l¢ mgsung
oleh penerima bantuan sosial.

(2) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial
sehagaimana dimaksuc pada ayat {1) berpedoman pada
peraturan perundang-unclangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan
sosiell  kepada <wmggotaf kelompok masyarakat sesueni
kemampuan keuangan daerah,

{(2) Pemberian ...
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Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenithan
belanja wrusan wajib dan wrusan pilibhan  dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas

dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggotaf kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud datam
Pasal 26 ayat (1) meliputi :

a.

(1)

Individu, keluarga, danfatau masyarakat yang mengalami
keadaan yang ticdak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat

mementthi kebutithan hidup minimum;

Lembaga non  pemerintahan  bidang  pendiclikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi  individu, kelompok, danfataun masyarakat
dari kemungldnan terjadin ya resiko sosial adalabh sebagai
berikut:

1) bidang penclidikan, antara lain : yayasan pembinaan

penyandang disabilitas, buta aksara, sekolah luar

bhiasa;

0

bidang keagamaan, antara lain : pesantren;

3) bidang lainnya, antara lain : panti jompo, panti asuhan,
pembinaan anak terlantar dan putus sekolah.

Pasal 28

Bantuan sosial berupa nang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ataua
keluarga yang ditencanakan dan ftidak direncenakan

sebelumnya.

Bantuan  sosial yang  direncanakem  sebagaim.ina
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada inchvidu
danfatau keluarga yang sudabh jelas nama, alamat
penerima dan bersarannya pada saat penyustunan APBD.

(3} Bantuan ...
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Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebeluunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutvthan akibat resiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat Penyusunan APBD yang apabila
ditinda penanganannya akan menimbulkan resiko sosiat
vang lebih besar bagi individu danfatau keluarga yang
bersenngkutan,
Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggarvan yang <direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2).
Pasal 29

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), dengan ketentuan memenuhi kriteria :
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan pencrima bantuan,
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan pengguinaan.
Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada
calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial
Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1) huoruatb, meliputi
a, memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Kota Cilegon.
Bersifat sementara dan tidnk terus menerus sebagaimana
dimenksud pada ayat (1) huruf ¢, diartikan hahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggarau.
Keaclaan tertentu dapat berkelanjutzm sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hwuf ¢, diutikan habhwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tabun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

6) Sesuai ...



6)

(1)

(3)

Sesuei tujuan  penggunaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan
sosial meliputi :
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal30
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (6) huruf a, ditnjukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan sescorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanaksm fungsi
sosialniya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan
diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan

pengasuhan orang tua jompo.

Perlindungan sosial sebagaimana dimenksud dalam
Pasal 29 ayat (6) huraf b, ditujukan untuk mencegalr dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
sescorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenubi sesuai dengan
kebuttthan dasar minimal, meliputi pembelaan dan
konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena
masalah hukum.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimnksud dalam
Pasal 29 ayat (6) huwruf ¢, ditujukan untuk reenjacdikan
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masnlah  sosinl mempunyai daya, sehingga mampu
mementhi  kebututhan dasarnya, meliputi pemberizin
stimulan, modal peralatan usaha dan tempat usaha bagi
pedagang makanan/minuiman atan  mwaman auak

tradisional,

(4 Jaminan ...
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Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat {6) huruf d, merupakan skema yang melembaga
untuk menjamin  penerima bantuan agar dapat
mementthi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan,
program, dan Kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan, melipuﬁ pemberian pelayyanan pendidikan,
penyediaan «akses pelayanan perumalian, dan/atau
penyedian pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil
usaha kelompok/ perorangan bhagi pedagang kecil atau
pengra jin.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksuc dalam
Pasal 29 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya
yang ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstriuksi,
meliputi bantuan kepada anggota/ kelompok

masyarakat/ perorangan akibat korban bencana alam.
Pasal 31

Bantuan sosial berupa wuang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, penyandang disabilitas
dan luuyjangan kesehalan pulra putil pabiawianf veterian
yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyaraikat tidak mampu, bantuan perahu  untuk
nelayan misikin, hantuan makanan/ pakaian kepada
yatim  piatu/tuna sosial, ternak Tbagi kelompok

masyarakat kurang mampis

Bagian ...
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Bagian Kedua
“ Penganggaran
Paragraf 1
Permohonan Bantuan Sosial
Pasal 32

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan
bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota,

Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1) dilampiri proposal yang paling sedikit memuat;

a. pendahuluan;

b. rencana kegiatan;

c. walttu dan tempat pelaksanaan;

d. tim/kepanitiaan;

e pembiayaan.

Lampiran proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecualikan untuk anggotajkelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.

Format surat permohonan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pacla ayat (1), fercantum pada Lampiran
Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal33
walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk
melaknkan evaluasi terhadap permohonan bantuan
sosial dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalni verifikasi administrasi dan survey lapangan yang
ditnangkan dalam Berita Acara.
Evaluasi permobhonan bantuan sosial dalam remgka
memeriksa:
a. keterkaitan ustilan kegiatan dengan program kegiatz

Pemerintah Kota Cilegon;

b. kelengkapan persyaratan administrasi;

c. kewajaran ...
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c. kewajaran nilai bantuan sosial yang diusullenn;
dl. keberadaan lokasi anggota [kelompok masyarakat.
Kepala Perewngkat Daerah terkait menyampaikan hasil

evaluasi permohonan bantuan sosial berupa rekomendasi

kepada Walikota melalui TAPD.

Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada

ra.y"at (2) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pacda ayat (4) tercantum dalam Loampiran Peraturan
Walikota ini.

Paragraf 3
Pertimbangan TAPD
Pasal 34

TAPD  memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan dacrah

Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota

1L

Paragraf 4

Penganggaran Bantuan Sosinl Dalam APBD

(1)

(2)

Pasal35
Hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan
pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Walikotz .
Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksnd pada

ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran

bantuan sosial dalun reancangan KUA dan PPAS,

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

pacla ayat (2) meliputi anggaran bantuan sosial berupa

nang atau barang.
Pasal 36

Alokasi amggaran bantunan sosial dicantumkan dalam

Surat Edaran Walikota dalam penyusunan RKA.
(2) Bantuan ...
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Bantnan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-
Perangkat Daerah.

RKA-PPKD dan RKA-SPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dan ayat {8} mesjpch dasar pengauggaran
bantuan sosial dalam APBD sesuai peratuiran perundang-

undangan.
Pasal37

Bantuan sosial berupa uang dianggnrkan dalam
kelompeok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan
sosial, obyek, dan ryincian obyek belanja bantuan sosial

berk'enaan pada PPKD.

Bantuan sosial berupa bewang dianggarkan dalam
kelompok  belanja langsuing vyang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang berkenaan yang akeam diserahkan lrepacia
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja
bentinn socsil barang yang alkan diserahkexn pihak
ketiga/ masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah.

Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) mencantumKem nsuna penerima dan

besaran bantuan sosial

Pasal 38

Walikota Cilegon mencantumkan dafiar mama penerima,

alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam

Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada

inclividu, keluarga danfatan masyarakat yang tidak dapat

direncanakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatansahaan

Pasal 39

(1} Pelaksanasvn anggaran bantuan sosial berupa uwnng

berdasarkan atas DPA-PPKD,
(2) Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang

berdasarkan atas DPA- Perangkat Dacrah.
Pasal 40

Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD.

Penyaluran danjfatan penyerahan bantuan  sosizil
berdasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang
tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali untunk bantuan sosial
vang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dainm

Pasal 28 ayat {3).

Penyaluran danjatau penyerahan bantuan sosial yang
tidak -dircncanakan -scbagaimana di maksud dalam DPasal
28 avat (3), berdasarkan atas permintaan tertulis dari
anggotaf kelompok masyarakat yang bersamglutan atau
Surat Keterangan dari pejabat yaug benwenang serta
mendapatkan persetujuan Walikota setelah dilakukan

verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait

Pencairan bantuan sosial berupa uwang dilakukan dengan

cara pembayaran langsung (LS). !

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai
sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (ima juta rupiah)
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
tambah uang (TU).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {5
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bantuan sosicil

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
kenangan daerah  selhku  PPKD  memmnyai  tugas
memproses permintaan pembayaran dan pencairan
bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundeng-
undangan.

Pasal ...
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Pasal 41

Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal
40 ayat @) dan ayat (D), dilakukan oleh PPKD setelah
Perangkat Daerah terkait menyampaikan Surat/ Nota
permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS atan SPP-TU
dan SPM-TU.

Swrat/ Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial;

b. pakta Integritas dari peneriman bantuan sosinl yang
dinyatz kan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan;

¢. kuitansi tanda terima bermaterai cukup.

Suratf Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU

sebag-nimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

a. pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai usulan;

b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang
untuk kebutuhan 1 {(satu) bulan

Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan
SPM-LS  serta SPP-TU dan SPM-TU sebagaim<ma
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 42

Penerima bantuan sosial berupa uang meny-unpaiknn
laporan peaggunaan bantuan sosial kepacla Walikota
melaiui  Kepaia Perangkat Daerah tericait  dengan
tembusan kepada PPKD.

Penerima bantuan sosial berupa barang menycunpaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota
melalui Kepala Perangkat Daerah ter.kait.

Format laporan penggrmaan bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} tercantum pacla

1-’\“’113}1"411'\ Pﬁ1“ﬂ+111"n1'\ ‘“ FalilrAta dd

Fasal ...
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Pasal 43

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi
jenis belanja Bantuan sosial pada PPKD dalam tahun

anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi
obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang
dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah
terkait.

Pasal 44

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberizmn

bantuan sosial meliputi;

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima
bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang kepada Walikota Cilegon;

b. Keputusan Walikota Cilegon tentang Penetapan Daftar
Penerima Bantuan Sosial,;

c. pakia integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunaian sesual dengau usuian; dan

d. bukti transferfpenyerahan wang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang ataun buktifberita acara

serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan

sosial berupa barang,

Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf b dan huruf ¢, dikecualikan terthadap bantuan
sosial bagi anggotafkelompok masyarakat yang tidak
dapat direncanakan scbelumnya.

Format bukti/berita acara Serah Terima Barang/Jasa
scbagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf d, iercaniuim
pacla Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal45

Penerima  bantuan  sosial dalam  bentuk  uang
bertanggungjawab seccara formal dan material atas

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban ...



(2)

)

(1)

()

Pertangguingjawaban pencirima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima

bantuan sosial;

b. surat peruyataan tanggungjawab yang menyatakem
bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan

sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan  perundang-vmdangan  bagi  penerima

bantunn sosial berupa uang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota
paiing iambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

pervundang-unclangan,

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan

sosial selaku obyek pemeriksaan.

Format  Pernyataan  Tanggungjawab  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada

Lampiran Peraturan Walikota ini
Pasal 46

Relisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran

berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepacla penerima bantuan sosial sampai dengan alkhir
tahun  anggaran  berkenaan  dilaporkan  sebagai

e = A Py S
persediazain dalain nefaca.

Pasal4’7

Relisasi bmtuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai

stanclar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi

cnggaran  dan  ditmgkapksm  pada catatan atas laporan

kenangan dalam penyusunan laporan keunangan Pemerintah
Daerah Kota Cilegon.

BAB ..



(1)

()
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BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal48

Peremagkat Dacrah terkait melakukan monitoring dan
evaluasi pertanggungjawaben atas pemberian hibah dan
bantuan sosial.

Hasil monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban
scbagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Weiikota dengan tembusan kepada Peremgicat
Daerah yang mempunyai tugas dan fuingsi pengawasn.

Pasal 49

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdapat

penggunaan hibah atan bantuan sosial vang tidak sesuai

dengan wusulan yang telah disetujui, penerima hibnh atau

banitzan sosial yang bersaugkuian dikenakan sanksl sesuzl

dengan peratuiran perundang-undangan.

(1)

(2)

()

BAB VI
PERANGKAT DAERAH TERKAIT
Pasal 50
Walikota menunjuk Perangkat daerah terknit dalam
rangka penganggairan, 'pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk penandatangan NPHD dilakukan oleh Kepala

Perangkat Daerah terkait.

Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2}, yaitu untuk urusan:

a. bidang  pendicliikan  dilaksanakan  oleh  Dinas
Pendiclikan Kota Cilegon;

b. bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
masyarakat dilziksanakan oleh Dinas Sosial Kota
Cilegon;

¢ bidang ...



h
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bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kota Cilegon;

biclang lingkungan hiclup dan kebersihan
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hicup Kota
Cilegon;

bidewmg Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
(PTSP) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modnl
dan Pelayanan Satu Pintu Kota Cilegon;

bicdang pemberdayaan perempucmn, perlincdlungen anak
dan Keluarga Berencana dilksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Cilegon;

bicdknng ketahanan pangan dan pertanian
dilnksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangsm dan
Pertanian Kota Cilegon;

biclang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon;

biclang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehaten
Kota Cilegon;

biclang perindustricwm dan perdagangan dilaksanakesm
oleh Dinas Perdagangan dan Perindustiian Kota
Cilegon;

biclang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh -
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon;

bidang permukiman, perumahan dan pertamancmn
dilaksemkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasam
Permuitkiman Kota Cilegon;

. bidang informasi, komunikasi, sandi dan statistik

dilakscnakan oleh Dinas Informasi, Komunikasi,
Seandi Dan Statistik Kota Cilegon;

bidang koperasi, usaha mikro dan kecil dilaksancikan
oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kota
Cilegon;

biclang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja Kota Cilegomn;

bidang pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon,
q. bidang ...
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g. bidang perlindungan masyarakat dilaksanakasn oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon
r. bidang pariwisata dan kebudayaan dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon;

s. bidang perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan
oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Cilegon,

t. biclang penanggulangan kebakaran dilnksanakan oleh
Dinas Pemadam Kebokaran dan Penyelamatan Kota
Cilegon;

u. biclang penanggulangan bencana dilaksansikan oleh
Badan Penanggulangan Bencna Daerah Kota Cilegon;

v. bicdang aset daerah dilaksanakan oleh Bacdan
Pengelola Keuangen dan Aset Daerah Kota Cilegon;

w. biclang perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh
Baclan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Cilegon;

X. bidang pendiclikan dan pelatih.m dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaicin, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Cilegon;

y. biclang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon;

z bidang keagamaanfperibadatan, dan pendidikan
agama dan keagamaan dilaksanakan oleh Asisten
Sekda I Kota Cilegon;

aa. Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan olch Asisten
Sekda I Kota Cilegon.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD Talnm Anggaran 2017 scbelum berlnkunya
Peraturan Walikota ini mengacu pada ketentuan dalam
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 dan

perubahannya.

(2) Permohon.m ...



(2) Permohonan pencairan hibah yang telah dimchonkewm
sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetapi belum
direalisasikan, maka berpedoman pada ketentuan dalam
Peraturan Walikota imi.

BAB VHI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka

a. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentzwng
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan can
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Talwun 2012

Nomor 11);

b. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan
Bantuemw  Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita
Daerah. Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 12); dan

¢. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 4 Todnum 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor
11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengemggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaben
dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibnh dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggeuan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...
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Pasal 53

Peraturan Walikota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Cilegon i dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 11 Agustus 2017
WALI KOTA CILEGON,

ttd

Th. IMAN ARIYADI
Diundangkan di Cilegon
pada tanggllﬁ“ﬂgu stus 2017
‘SEKRE'{A RIS DA H KOTA CILEGON,

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 36
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

CILEGON.

A. HIBAH DAERAH

1. SURAT PERMOHONAN HIBAH

Kop Surat Pemerintah/ BUMINY BUMD/ Badan/ Lembaga/
Organisasi Kemast yarafcatan

permohonan bantuan dalam bentulk HIBAH berupa ..............

a,
b.

permohonan hibah dimaksucd.
Bapak dincapkan terima kasih.

Hormat Kaimi,

Pemohon

(ditandakangani, dan distempel)

e[ Nama felas dan jiabaiam)

Cilegon, .,voocconirimeererreinennes
Kepada
Nomwor Yih, WALIK OTA CILEGON
Lamp. di-
Perihial : Permochonan Hibah ......... CILEGON
Sehubungan dengan kegiatan .,.......... pada ... (Pemerintah/

HIIN/ BUNAD/ Badan/ Lembaga/Organisasi K emasyaralcatari...
sehagai bentuk peran aktif kami dalam percepatan pembangunan dan
pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan ini kami mengajukan

ey

Hibah sebagaimana dimaksud akan kaimi gunakan untuk kegiatam:

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal

Demikian permohonan ini kemi buat, atas perkenan dan bantuan
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2. BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN SURVEY
LAPANGAN PERMOHONAN HIBAR

Kop Surat Perangkat Daerah

BERITA ACARA

VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN SURVEY LAPANGAN
PERMOHONAN HIBAH

NOnIor i,

Pada hari ini ... tanggal
Evaluasi (Pemeriksa) hibah pada

............... bulan ... tahun ..., kami Tim
Perangkat Daerah ........ telah  melaksanakan

pemeriksaan/verifikasi aclntinistrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan hibah dari
sumber dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ..... . dipercleh data sebagai herikut :

IDENTITAS PEMOHON

Nama

..........................................

Tempat dan Tanggal Lahir

------------------------------------------------

W |~

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Pekerjaan

DATA ADMINISTRAS]

Nama ..[lembaga/badan)...

Alamat Tempat Usaha/ Kantor

Jenis Usaha

Tanggal Penyerahan Proposal

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tanggal Diteliti

...........................................

QIR AT ST 1R

Besaran Usulan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

=t

Tahun Pendirian Lebih dari
3 tahun

Ya Tidalk

8. Palcta Integritas

Ya Tidalc

9. Mernililki Kepengurusan
Yang Jelas

Ya Tidak

10 | Memiliki Tempat Sekretariat

Ya Ticlale

11 | Dasar Pembentukan

Ya Tidak

12 | Usulan/Proposal Hibah

Ya. Ticlalk

Terinct Tidalk Terinci
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| ¢. | CATAT AN HASIL EVALUASI

(Kolom Catatan berisikan tentang hal-hal yang ditermukan dilapangan yang
berkaitan dengan kelayakan Usulan yang diajukan oleh Calon Penerima
Bdanfuanj

1.

2.

¢

dst,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

TIM EVALUASI / PEMERIKSAAN PERMOHONAN HIBAH
PEMOHON, PADA ... (nama Perangkat Daerah).......
NAMA /NIP TANDA TANGAN
Lo 1.
NIP. T e
2ol i 2.
e Y
wenging jelas/ jabaic . S NIP ' ............... 3.
Ao 4
NIP. L T
S| i, 3.
NIP llllllllllllllllllllllllllllllllllll




3. REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH {(HIBAH)

HKop Surat Perangkat Daerah

Cilegon, ...oocovviiiiiiiniinon,
Kepada
Nomwor Yth. WALIKOTA CILEGON
Lamp. oq. Ketua TAPD Kota Cilegon
Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi di-
Usulan/Proposal Calon Penerima CILEGON

Hibah

Menindakianjuti ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon

Nomior ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Cilegon, . (nama Perangkaf Daerah)..... telah dilaksanalkan

evaluasi (verifikasi administrasi dan swvey lapanganj terhadap
parmioh onan hibah dayi ...

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini kami merekomendasikan calon penerima hibah (daftar

terlampir) sebagai bahan pertimbangan TAPD cdalam pengalokasian
anggaran dalam APBD Kota Cilegon Taliun Anggaran

Demikian  rekomiendasi ini  dibuat, atas perhatiannya
disampailkan terima kasih,

Tembusan

Yth, Walikota Cilegon (sebagai laporan).
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Lampiran Surat Kepala Perangkat Daerali..........

NOITIOT  © o it ieen s iainenns

Tanggal @

Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Usulan/

Proposal Calon Penerima Hibah,

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAY DALAM BENTUK UANG

Nama Hasil Evaluasi Besaran/ Nitai
Calon . Jumiah . .

No Penerima. Uraian Usulan Nilad Usulan Tidale ai ::'Ilball ga.ngk Ket
Hibah Layak Layale rekomendasikan
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PRCPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Jumlah Hasil Evaluasi Relcomendasi
Wama Calon Unit
Noo | Peorma Uraian Usulan Usalaw | | Fidek | Jumish | Jumiah
¥ Layalt | TUnit (Rp)
Kepala ... {nama Perangkat Daerai)......,

................

................

..............
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4. PERTIMBANGAN TAPD (HIBAH])

Nonor
Lamy.
Perihal

Koy Stircit TAPTY

Yth, WALIKOTA CILEGON
di-

: Pertimbangan Hasil Rekomendasi CILEGON

Calon Peneszima Hibah

Memperhatikan Surat Kepala Perangkat Daerah ...
NOMOT & vverrrerenrenenns tanggal ..o, perihal Rekomendasi Hasil
Evaluasi Usulan/ Proposal Calon Penerima Hibah, telah dilakukan
penelitian, evaluasi dan verifikasi kelayakan Calon Penerima hibah yang
sesual dengan kriteria-kriteria penerima hibah oleh TAPD Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud di atas, dengan ini kami menyampaikan permohonan
persetujuan calon penerima hibah (daflar terlampir) untuk kemudian
dapat dicantwnkan alokasi anggarannya dalam rancangan KUA dan
PPAS Tahun Anggaran .........

Demikian, atas persetujuan Bapak disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON
selaku
Ketua TAPD Kota Cilegon,

[ditandatangani, dan disternpel|
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Lampiran Surat Sekretaris Daerah ¥ota Cilegon
selaku Ketua TAPD Kota Cilegon

Nomor

Tanggal
Perihal

....................................

....................................

Pertimbangan Hasil Rekomendasi

Perangkat

Daerah

Tentang Calon Penerinia Hibah.

HASIL PERTIMBANGAN TAPD TERHADAP REKOMENDASI

CALON PENERIMA HIBAH

No

Nama Calon
Penerima,
Hibah

Jumizh Nitai Hibah
Sesuai Rekomendasi

Haszil Evaluasi

BTL (Rp

BL (RpJ

Kegiatan

Ket

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

selaku

Ketua ‘TAPD Kota Cilegon,

{ditandatangani, dan distempel}

................................

.................




a4

5. SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Kop Surat Perangkat Daerah

Cillegon, .oovviiviiiiniiienn,
Kepada
Nomor : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Lamp. Daerah (PPKD} Kota Cilegon
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP di-
dan SPM Hibah
CILEGON

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
Hibah sejumlah Bp o, O ) yang diperuntukan kepada
................. (nama penerima hibaly......... sesuai ketentuan yang
berlalku

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai lwihan
pertimbangan kami lampirkan :

1. salinan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibaly;

3. pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

4. kwitansi Tanda Terima Pembayararn.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima

kasih,
Kepala ......... (rama Peronglat Daerah)...,
{ditandatangani, dan distempe))
NIP. i,
Tembusan:

Yth. Walikota Cilegon (sebagai laporan).
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6. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

HIBAH DALAM BENTUK UANG

Hop Surat Pemerintah/ BIVINS BUMD/ Badan/ Lembaga/
Orgrils ast Kemasyarakatan

Nomor
Lamp. :
Perihal :

Cilegon, ..o

Kepada
Yth, WALIKOTA CILEGON

cq. Kepala ...(Peranghkat Daerah)..
Laporan Penggunaan Dana di-

Hibah CILEGON

Sehubungan dengan hibah uang bersumber dari APBD Kota Cilegon

'Ta,hun Anggaran ........... vang telah kami terima sejumlah Rp. ....oocoevrnnen.

(OO ), dengan i kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana
Hibah dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
- .
2
3
4
5
dst
TOTAL

Demikian Laporan ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih,

Hormat Kami,

Peneritma Hibah

[ditandatangani, dan distempel)

Tembusan:

Yth. PPKD Kota Cilegon.
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HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

Kop Swat Pemerintah/ BUMN/ BLMID/ Badan/ Lembaga/
Organisasi Kemasyarakatan

MNomor
Lamp.

Peritial

Cilegon, ....vevevvriiiiiiiiiin,

Kepada
Yth, WALIKOTA CILEGON
cq. Kepala ...(Perangkat Duereth)....
Laporaii Peniggiifiaan Datia di-
Hibah CILEGON

Sehubungan dengan hibah barang/jasa bersumber dari APBD Kota
Cilegon Tahun Anggaran ........... vang telah kami terima sebanyak ........
unit dengan nilai sejumlah Rp. ........co...... [, ), dengan ini
kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah dimaksud bahwa telah

kami gunakan sesuai peruntukannya.

Demikizn Laporan ini kami buat, atas perhatiannya disampail an
- » ¥ 5

. terima kasih,

Hormat Kami,

Penerima Hibah
|ditandatangani, dan distempa])

wrmen{nama felas danjabatan)...........
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7. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA {HIBAH)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

NOMOTr: wvvivi v
Pada hari ini .......... tanggal ............... bulan ...l tahun ............... .
bertempat di ... berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
............... tentang Pemberian Hibah Uang dan Barang/Jasa Yang Bersumber dari
APBD Kota Cilegonn Tahun Anggaran ........ dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah,
k ani yang bertandat angan dibawah ini:
Lo, (rama jelas). ... : jabatan ... (Walikota Cilegon/Kepala Perangkat

Daerah terkait)... bertindalk wntuk dan atas
nama Pemerintah Kota Cilegon, alamat .................
selaku Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU,

2 e (rama jelas)........ : jabatan ... bertindak untuk dan atas nama
.............. {nama penerima hibah), alamat ...
selaku Penerima Hibah yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

dengan ini:
1 PIHAK KESATU memberikan hibah harang/jasa kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA menerima hibah barang/jasa dari PIHAK KESATU, berupa
........... sebanyak ... unit dengan nilai sejumlah Rp.

feorererenennnn, )

2 PIHAK KEDUA akan mempergunakan barang/jasa dimaksud sesuai
peruntukannya,

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATLUJ,

[ditandatangani, dan disternpel] {ditandatangani, dan distempel]
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8. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR
PENGGUNAAN HIBAH .......([Unng/Barmmng/ Ji1sd)meees

NomMor 5. e,

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama .
Jafatan ¢
Alamat e,

dengan ini menyatakan bertanggung jawab :

1 atas penggunaan ........ (uang/barang/jasa).....hibalh dari Pemerintah Kota
Cilegon sumber dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ......., yaug telah
kami terima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam

Naskali Perjanjian Hibah Daerah (NPHDJ;
2  untuk membuktikan penggunaan hibah dimaksud apabila diperlukan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenamya,

Penerima Hibah

{bermaterai €000, ditendatangani, dan distempel)
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BANTUAN SOSIAL

1. SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Kop Surat Flelompok Mast_jarckat

Nomor
Lamp.
Perihal

Cilegon, .....ccooveiviviiincin
Kepada
Yth. WALIKOTA CILEGON
di-
! Permohonan Bantuan Sosial CILEGON
Sehubungan dengan kegiatan ... pada ...

(Anggota/Kelompok Masyarakad)..., dengan ini kami mengajukan
permohonan bantuan sosial untuk mendukung kegiatan dimaksud
sehesar Rp. i, TR )

Bantuan sosial tersebut akan kami gunakan untuk kegiatan:

.. dst

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal
pernichonan bantuan sosial dimaksud.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perkenan dan bantuan
Bapak divcapkan terima kasih.

Hormat Kanm,

Pemohon

[ditandatengani, dan distempel)
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2. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN SURVEY LAPANGAN
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Kop Smrest Peraglot Poerch

BERITA ACARA

VERIFIKAS] ADMINISTRASI DAN SURVEY LAPANGAN
PERMOIHONAN BANTUAN SOSIAL

Nomor : .....

Pada hari ini ....... tanggal

Mrwbmew 14w

............ bulan ............... tahun ..., kami Tim

Evaluasi (Pemeriksa) bantuan sosial pada Perangkat Daerah ....... telah melaksanakan
pemeriksaan/ verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan atas permchonan bantuan
sosial dari sumber dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ... . diperoleh data sebagai

berikut:

DATA ADMINISTRASI

1. | Nama Anggota/Kelompok
Masyarakat

2, | Alamat

..............................................

3. | Klasifilkasi Pemohon

E] Perorangan [:I Kelompok

4. | Tanggal Penverahan Proposal

fi Yo o

------------------------------------------------

5 | Tanggal Diteliti

------------------------------------------------

6. | Besaran Usulan

..........................................

7. | Pakta Integritas/ Perjanjian
sepihalk

] va [ ] Tidak

8. | Memiliki Kepengurusan
Yang Jelas

| Ya ] Tidak

9. | Memiliki Tempat Sekretariat

[ ] Ya ] Tidak

10 | Dasar Permmbentukan

\:| AD/ART [:| Peraturan Per-UU-an
(iika ada)

11 | Usulan/Proposal Bantuan

L] Ya C ] Tidak
I:I Terinci I:\ Tidak Terinci

12 | Pernah Menerima Bantuan

I:] Pernah I:I Belum Pernah

13 ’Ifahun Perolehan dan Besaran
Bantuan

- T /O RpoooL Ll
b, /ORp o
c. /O Rpo
d. !/ Rpoa
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| C. | CATATAN HASIL EVALUASI
{(Folom Catatan berisikan tentang hal-hal yang ditemukan dilapangan yang berkaitan.
dengan kelayakan usitdan yang diajukan oleh Calon Penerima Bantuan)
1.
2,
3.
4,
o.
dst.
TIM EVALUASI / PEMERIKSAAN PERMOHONAN
PEMOIION, BANTUAN SOSIAL PADA ....(nama Perangkat Daerah)....
NAMA/NIP TANDA TANGAN
| 1.
NIP .......................................
2o e, 2,
NIP, T T
2
wuhama jeloss/ jo baiar., e NIP """"" " """""" Sl
A | 4,
NIP, e e
Bl e 3.
NIp T T e,
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3. REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH (BANSOS)

Kop Surat Peranghat Daerah

Cilegon, ....oocvvveiiniiiiiiinnnnnn,
Kepada
Nomor Yth. WALIKOTA CILEGON
Lamp. cq. Ketua TAPD Kota Cilegon
Perihal : Rekomendasi Flasil Evalnasi di-
Usulan/Proposal Calon Penetimna CILEGON

Bantuan Sosial

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon

Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pemiberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Cilegon, ... (nama Perangkat Daerah.... telah dilaksanakan

evaluasi (verifikasi adninistrasi cdan swvey lapangan] terhadap
permichonan bantuan sosial dari ...

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini kami merekomendasikan calon penerima bhantuan sosial
(daftar  terlampir) sebagai bahan pertimbangan ‘TAPD  dalam
pengalokasian anggaran dalam APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran

Demikian  rekomendasi ini dibuat, atas perhatiannya
cisampaikan terima kasih.

Tembusan :

Yth. Walikota Cilegon (sebagai laporan).
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Lampiran Surat Kepala Perangkat Daerah.............

Nomor @ i,

Tanggal @

Perihal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Usulan/
Proposal Calon Penerima Bantuan

Sosial.

HASIL EVALUASE ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

Nama Hasil Bvaluasi
Calon Jumlah Besaran/ Nilai
¥o | Penerima Uraian Usulan Nilai Usnlan . Bantuan Sosial yg | Ket
Bantuan Layak Tidal direkomendasikan
Snsial Layai

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

DALAM BENTUK BARANG
Nama Calon Jumiah Hasil Bvaluasi Rekomen dast
No Penerima Traian Usulan Unit
Bantuan Usulan - Tidak | Jumlkh | Jumlah
Sosial Vak | javak | Uait Rp)
Kepala ... {rama ferangkat Daerai)....,

................................
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4. PERTIMBANGAN TAPD (BANSOS)

Nomor
Lamp.
Perihal

Fop Surat TAFD

CHegom, i iicieninns .
Kepada
Yth, WALIKOTA CILEGON
di-

: Pertimbangan Hasil Rekomendasi CILEGON

Calon Penerima Bantuan Sosial

Memperhatikan Surat Kepala Perangkat Daerah ................
Nomor @ ..o, tanggal ... peribal Rekomendasi Hasil
Evaluasi Usulan/ Proposal Calon Penerima Bantuan Sosial, telah
dilakukan penelitian, evalnasi dan verifikasi kelayakan Calon Penerima
bantuan scsial yang sesuai dengan kriteria-kriteria penerima bantuan
sosial oleh TAPD Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud i atas, dengan ini kami menyampaikan permohonan
persemijuan calon penerima bantuan sosial [(daftar terlampir) untuk
kemudian dapat dicantumkan alckasi anggarannya dalam rancangan
KUA dan PPAS Tahun Anggaran ...

Pemikian, atas persetujuan Bapak disamipaikan teriima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON
selaku
Ketua TAPD Kota Cilegon,

{ditandatangani, dan distemp=l)

................................




Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Cilegon
selaku Ketua TAPD Kota Cilegon

Nomor
Tanggal
Perihal

Pertimhangan Hasil Rekomendasi

Perangkat

Daerah

Tentang Calon Penerima Bantuan

Sosial,

HASTL PERTIMBANGAN TAPD TERHADAP REKOMENDASI

CALON PENERIMA BANTUAN SOSBIAL

No

Wama Calon
Penerima
Bantuan
Sosial

Jumlah Hilal
Bantuan Sosial
Sesuai Reltomendasi

Hasil Evaluasi

BTL {Rp.

BL Rp}

Hegiatan

Ket

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

selaku

Ketua TAPD Kota Cilegon,

(ditandatangani, dan distempel}
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5. SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP- LS DAN SPM - LS
BANTUAN SOSIAL

Kop Sroof Peronghat Doerah

Nomor
Lamyp.
Perihal

Cilegon, .....coovvverveiiiiininnns
Kepadla

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (FPKD) Kota Cilegon

. Permintaan Penerbitan di-

SPP-LS dan SPM-LS CILEGON
Bantunan Sosial

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan
SPM-LS Bantuan Sosial sejumlah Rp. ... (i ) yang
diperuntukan kepada ..., (nama penerima bantuon sosial). ...,
sesual ketentuan yang berlaku,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahem
pertimbangan kami lampirkan :

1. Nomor Rekening Bank Penerima bantuan sosial,

2. pakta Integritas dari Penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;

3. kwitansi Tanda Terima Pembayaran.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

Kepala . {riama Perangkat Daerafi)u..,

{ditandatangani, dan distempel)

Tembusan :

vth. Walikota Cilegon {sebagai laporan)
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6. SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP- TU DAN SPM - TU

Nomor
Lamp.
Perihal

Fop Surat Perangiat Daerah

Cilegon, ........... SR
Kepada
¥th. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah ([PPKD} Kota Cilegon

: Permintaan Penerbitan di-

SPP-TU dan SPM-TU
Bantuan Sosial

CILEGON

Bersama ini kami sampaikkan permintaan penerbitan SPP-TU dan
SPM-TU Bantuan Sosial sejumlah Rp. ... c (i ) untuk

kebutuhan bulan ... yvang diperuntukan kepada anggota/kelompok

masyarakat [sebagaimana daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan
pertimbangan kami lampirkan pakta Integritas dari Penerimia bantuan
sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan

digunakan sesuail usulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima

kasih.

Bepala ... them i Perangiod Daerddng...

Tembusan :

Yth, Walikota Cilegon {scbagai laporan)
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7. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

Fop Surat Felompok Masyarakat
Cilegon, .o
Kepada
Nomor Yth, WALIKOTA CILEGON
Lamp. cg. Kepala ... (Pzrangkat Doeraiy....
Perihal : Lapoxan Penggnnaan Dana di-
Banfuan Sosial CILEGON
Sehubungan dengan bantuan sosial berupa uang bersumber dari
APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ......... vang telah kami terima
sejumlah Rp. . (e ), dengan ini kami sampaikan
Laporan Penggunaan Dana bantuan sosial dimaksud dengan rincian
sehagal berikut:
NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANG AN
1
2
3
4
5
dst
TOTAL
Demikian Laporan ini kami buat, atas perhatianmya disampaikan
terima kasih.
Hormat Kairi,
Penerima Bantuan Sosial
{ditandatangani, dan distempel
............ (nama jelas danjabotan).. ...
Tembusan :
Yih. PPKD Kota Cilegon




BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA

Kiop Suratl Kelompok Masyarakat

Nomor
Lamp.
Perihal

Cilegom, i
Kepada
Yth. WALIKOTA CILEGON
cq. Kepala. ...(Peranghect Daerth).....
Laporan Penggunaan Dana cti-
Baniuan Sosial CILEGON

Sehubungan dengan bantuan sosial berupa barang/jasa bersumber
dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran .......... yang telah kami terima
sebaryak ... unit dengan nitad sejumial Rp, ... (o, b,
dengan ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana banthan sosial
dimaksud bahwa telah kami gunakan sesuai peruntukannya.

Demildan Laporan ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan

terima kasih.

Hormat Kami,

Penerima Bantuan Sosial

{ditandatangani, dan distempie))
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8. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA {(BANTUAN SOSIAL)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG/JASA

NoInor ..o,
Pada hari ini .......... tanggal ... bulan ... tahun oo,
bertempat di ..., berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
............... tentang Pemberian Bantuan Sosial Uang dan Barang/Jasa Yang
Bersuniber dari AFPBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ... ., kami yang
ot andat an gan dibawah in i
1. (ramea felas).......... : jabatan ... {(Walikota Cilegon/Kepala Perangkat
Daerah terkait).... bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Cilegon, alamat .................
selalku Pemberi Bantuan Sosial yang selanjutnya
digelnt PITTAK KESATIT

2 {(namajelas)....... . jabatan Ketua .. {RKelowmpok  Misyamkat)...
bertindak untuk dan atas nama ... (neeme
penenima  bantuart sosicl), alamat ... selaku
Penerima Bantuan Sosial yang selanpitnya disebut
PIHATL KEDA .

dengan ini :

1 PIHAK KESATU memberikan bantuan sosial barang/jasa kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima bantuan sosial barang/jasa dari

PIHAK KESATU, berupa ........... schanyak ... unit dengan nilai sejumlah
Rp., {ooreeernninnnns ).

2 PIHAK KEDUA akan mempergunakan barang/jasa dimaksud sesuail
peruntukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan schagaimana mestinya,

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

(ditandatangani, dan distempet) {ditandatangani, dan distempel]
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9. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL .......[Uang/ Barang/ Jxsajeeses

[ o L

Yang bertandatangan di bawah ini :

................................

dengan ini menyatakan bertanggung jawab

1 atas penggunaan ... (nang/barang)...bantuan sosial dari Pemierintah
Kota Cilegon sumber dana APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran ....... vang
telah kami terima sesuai dengan peruntukannya;

2 untuk  memsuktRan  puingguiaan bandan  sosial  dimak sud  apabila
diperhukan.

Demikijan Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenamya.

Penerima Bantuan Sosial

{bermz teral 6000, ditendatangani, dan distempel}

o [Rama jelas dan g b arar)... ...

WALI KOTA CILEGON,
tidl-

Th. IMAN ARIYADI



